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Dalam Skripsi ini Penulis Mengambil Judul”PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP KONSUMEN INDIHOME AKIBAT TERJADINYA GANGGUAN 
JARINGAN INTERNET DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN(PLAZA TELKOM 
GROUP KOTA PEKANBARU)” 
 
 Latar Belakang diatas Penulis mengambil Judul diatas karena Jasa 
telekomunikasi berupa internet menjadi salah satu kebutuhan yang penting 
dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Plaza Telkom Group (PT. Telkom 
Indonesia) sebagai penyedia jasa Indihome menjadi hal yang diteliti dalam 
penulisan ini. Salah satu masalah yang sering dialami konsumen adalah 
terjadinya gagal jaringan internet sehingga konsumen dirugikan karena tidak 
mendapatkan jasa sesuai dengan yang diharapkan. 
 Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
Tanggung Jawab Pihak Telkom Terhadap Perjanjian Layanan Perbaikan 
Gangguang Jaringan Internet Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana Perlindungan 
Hukum terhadap Konsumen IndiHome Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan 
Internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini 
adalah Untuk mengetahui Untuk mengetahui perjanjian antara Plaza Telkom 
Group dengan Konsumen berlangganan Indihome ditinjau dari Undang-undang 
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Untuk mengetahui 
bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jaringan Indihome 
akibat terjadinya gangguan Jaringan internet ditinjau dari Undang-undang 
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (PT. Plaza Telkom Group 
Kota Pekanbaru).   
 Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis 
sosiologis yaitu mengacu pada norma-norma hukum, penelitian ini bersifat 
deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode 
pengumpulan data adalah studi kepustakaan, yakni melakukan penelitian dengan 
menggunakan data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang undangan, 
buku-buku, internet yang nilainya relevan dengan permasalahan yang dibahas 
dan dilakukan juga wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan fakta 
dilapangan.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam hal perlindungan hukum 
terhadap konsumen Indihome dapat dilakukan yaitu dengan disediakannya 
sarana bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan seperti musyawarah dan 
kompensasi/ganti rugi. bahwa Tanggung Jawab dari Pihak Telkom Terhadap 
Layanan Gangguan Jaringan Internet Konsumen tidak terlaksana sesuai dengan 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam perkembangan di era modern ini Perlindungan hukum bagi 
konsumen sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum 
antara produsen dengan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip 
perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam 
memberikan perlindungan kepada konsumen.
1
 
Menurut Soetiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, unuk mewujudkan 




Penggunaan jasa telekomunikasi baik untuk kegiatan bisnis maupun 
untuk kegiatan sehari-hari sudah menjadi kebutuhan pokok bagi 
masyarakat Indonesia khususnya di Riau Kota Pekanbaru. Penggunaan 
jaringan dan jasa telekomunikasi ini tidak lepas dari adanya penyelenggara 
telekomunikasi, yaitu penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi.  
Layanan jaringan internet dan jasa telekomunikasi ini kian beragam 
dan semakin luas serta melibatkan banyak pihak di dalam penyediaan 
jaringan telekomunikasi sebelum jasa dan jaringan itu dipergunakan oleh 
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pengguna. Adanya kerusakan atau gangguan dalam jaringan yang 
disebabkan oleh beberapa hal, dapat menimbulkan kerugian bagi 
konsumen yang menggunakannya, maka perlindungan hukum terhadap 
konsumen dipandang sangat penting keberadaanya. Sebab dalam rangka 
mengejar produktifitas dan efisiensi tersebut, pada akhirnya baik secara 




Hampir seluruh masyarakat Indonesia merupakan konsumen dari 
layanan internet , dan yang menggunakan jasa Indihome terkhususnya 
Kota Pekanbaru terhitung dari bulan Januari hingga November 2019 
mencapai sekitar hingga 2400 orang. Konsumen/Pelanggan adalah 
pengguna atau pemakai suatu produk, baik sebagai pembeli maupun 
diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.
4
 
Pengertian lain mengenai konsumen dapat dilihat dalam Undang-Undang 




 “Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 
terhadap konsumen”.  
Dan Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: 
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 
yang  tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri 
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sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan 
tidak untuk diperdagangkan”. 
Konsumen berhak atas kepastian hukum di dalam suatu perjanjian 
yang telah disepakati bersama dengan pelaku usaha, tidak terkecuali 
dengan kerugian yang dialaminya. Kerugian yang dialami oleh konsumen, 
dapat menimbulkan sengketa antara pihak pelaku usaha dan konsumen. 
Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun di luar 
pengadilan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  
Telkom merupakan perusahaan informasi, komunikasi dan penyedia 
jasa jaringan telekomunikasi di Indonesia yang menyediakan layanan 
internet yang menjadi fokus utama dalam penulisan IndiHome. 
 IndiHome merupakan layanan digital dengan teknologi fiber optik 
yang merupakan sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang 
besarnya tidak lebih dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk 
mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
6
  
Internet sebagai salah satu sarana telekomunikasi merupakan 
penemuan yang sangat berpengaruh di dunia saat ini dan sudah menjadi 
salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan.  
Internet adalah suatu jaringan antar komputer yang saling 
dihubungkan bisa melalui kabel, kanal satelit maupun frekuensi radio 
sehingga komputer-komputer yang terhubung tersebut dapat saling 
berkomunikasi.
7
 Akses internet kini semakin mudah, tidak hanya melalui 
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 Purba Kuncara, Mengenal Teknologi Fiber Optik (Serat Optik), pada tanggal 21 mei 
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komputer atau laptop saja, namu smartphone dan gadget lainnya pun bisa 
untuk mengakses internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Internet yaitu jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan 
jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh 




Transmisi yang digunakan berasal dari sinar laser atau LED (light 
emitting diode), yang memilki indeks bias yang lebih besar sehingga 
menghasilkan kecepatan yang maksimal.
9
 Layanan Indihome terdiri dari 
Internet Fiber berkecepatan tinggi, Usee TV  Cable yaitu layanan Televisi 
Interaktif dan berteknologi tinggi, dan telepon rumah Saat ini jumlah 




Konsumen yang ingin berlangganan IndiHome, dapat mendaftar 
langsung melalui kantor Plaza Telkom Group atau bisa juga dengan 
mendaftar melalui aplikasi online pada perangkat handphone, adapun 
Persyaratannya : 
1. Melampirkan Foto KTP asli 
2. Melampirkan Foto Setengah badan sambil Memegang KTP 
3. Mengisi Alamat E-mail 
4. Memberikan informasi nomor HP yang aktif 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Internet, https://kbbi.web.id/internet, 
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5. Menulis alamat pemasangan dan membagikan lokasi untuk 
kemudahan survey 
6. Foto rumah yang akan dipasangh WI-Fi 
7. ISI FORMULIR 
8. BIAYA/Memilih Paket Biaya Internet 
Layanan Indihome ini ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan 
kontrak baku berlangganan layanan IndiHome. Dalam sebuah kontrak 
perjanjian, masing masing pihak yaitu, pihak pengguna jasa atau 
pelanggan dan pihak penyelenggara jasa yaitu Plaza Telkom Group 
mempunyai hak dan kewajiban. Hubungan antara Plaza Telkom Group 
dengan konsumennya adalah hubungan kontraktual, Plaza Telkom Group 
yang menyediakan kontrak berisi pasal-pasal yang sudah ditetapkan oleh 
pihaknya yang ditawarkan kepada konsumen, atau yang dikenal juga 
dengan Klausula Baku Plaza Telkom Group telah menetapkan klausula 
baku dan dituangkan dalam bentuk formulir yang kemudian akan 
ditandatangani oleh konsumen apabila ingin berlangganan Indihome. 
Berikut adalah Kewajiban dari Pihak Telkom sebagai berikut : 
1. Menyediakan layanan IndiHome di alamat PELANGGAN atas 
permintaan PELANGGAN yang memenuhi ketentuan teknis 
TELKOM. 
2. Membeerikan pelayanan  yang baik dan transparan terkait layanan 
IndiHome kepada PELANGGAN. 






karakteristik umum layanan IndiHome yang disediakan TELKOM, 
melalui brosur, leaflet, Plaza Telkom, atau hubungi 147. 
4. Memberikan jaminan tingkat layanan (Service Level Guarantae) 
IndiHome sesuai dengan ketentuan TELKOM 
5. Memberikan kompensasi kepada PELANGGAN bila jaminan 
tingkat layanan (Service Level Guarantae) IndiHome tidak 
terpenuhi atau terbukti ada kesalahan tagihan. 
6. Menindak lanjuti laporan PELANGGAN jika sambungan layanan 
IndiHome di alamat PELANGGAN mengalami 
gangguan/kerusakan 3 hari paling lambat. 
7. Menindak lanjuti laporan PELANGGAN atas setiap Pemindah 
tanganan hak tanggung jawab dan/atau kewajiban PELANGGAN 
terkait layanan IndiHome kepada pihak lain. 
8. Menindak lanjuti permintaan PELANGGAN untuk berhenti 
berlangganan layanan IndiHome sementara atau memutuskan 
kontrak ini. 
Dari 8 poin Kewajiban diatas, bahwa pada poin ke-6.  Pihak Telkom 
tidak memenuhi kewajiban nya sebagai Pelaku Usaha yang tertera sesuai 
aturan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. 
Ditandatanganinya layanan kontrak Jaringan IndiHome oleh 
konsumen Indihome menyebabkan Perjanjian tersebut menjadi sah, dan 






Group sebagai pelaku usaha dan konsumen Indihome itu sendiri.  
Pelaksanaan suatu layanan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua 
belah pihak tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagai pihak 
penyedia jasa, Plaza Telkom Group sudah semestinya memperoleh hak 
untuk menerima harga pembayaran jasa internet dari konsumen dan 
sebagai pengguna jasa internet, konsumen juga seharusnya mendapatkan 
haknya. Kenyataannya, masih banyak pihak konsumen yang tidak 
terpenuhi haknya, salah satunya apabila terjadinya gangguan jaringan  
internet. Hal ini tentu saja mengganggu aktivitas konsumen yang 
menggunakan Indihome, sehingga dapat menghambat aktivitasnya yang 
selama ini bergantung pada jaringan internet.  
Hubungan antar Plaza Telkom Group dengan pelanggannya adalah 
hubungan kontraktual, Plaza Telkom Group yang menyediakan kontrak 
berisi pasal-pasal yang sudah ditetapkan oleh pihaknya yang ditawarkan 
kepada konsumen, atau yang dikenal juga dengan Klausula Baku.
11
 
Dalam melaksanakan layanannya pihak telkom sebagai pusat layanan 
IndiHome memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan 
sebagaimana mestinya. Diantaranya seperti tertera di web resmi IndiHome 
pada ketentuan kewajiban Telkom pada poin 6 yang berbunyi: “Menindak 
lanjuti laporan pelanggan jika sambungan layanan IndiHome di alamat 
pelanggan mengalami gangguan/kerusakan”. 
Namun pada kenyataannya pelanggan tidak mendapatkan layanan 
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tersebut sebagaimana mestinya. Seperti yang dialami salah satu pelanggan 
yang mengeluhkan terjadi kerusakan pada jaringan IndiHome yang 
dipasang dirumahnya, menurut keterangannya ia sudah melakukan 
pengaduan pada pihak IndiHome dan mendapat keterangan bahwa pihak 
IndiHome akan datang untuk melakukan perbaikan dalam waktu paling 
lama 5 hari. Akan tetapi dalam kurun waktu 2 minggu pihak IndiHome 
tidak kunjung memperbaiki jaringan yang rusak dirumahnya. Oleh karena 




Dari kejadian diatas dapat dilihat pihak IndiHome tidak memenuhi 
kewajibannya sebagai penyedia layanan. Sehingga menimbulkan kerugian 
bagi pelanggan, pelanggan tersebut merupakan seorang blogger yang 
disebabkan oleh gangguan jaringan internet ia mengalami kerugian 
materiil. 
Namun tidak semua konsumen memahami dan mengetahui bahwa 
hak-hak mereka dilindungi oleh Hukum Perlindungan Konsumen. Saat 
melakukan perjanjian berlangganan Indihome juga banyak pelanggan yang 
hanya langsung menandatangani kontrak, tanpa membaca terlebih dahulu 
isinya, sehingga mereka tidak mengetahui apa saja hal-hal penting bagi 
mereka selaku konsumen. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa masih 
sangat minimlah pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan 
konsumen, sehingga terkadang apabila konsumen mengalami kerugian, 
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tidak mengambil tindakan apapun.  
Perlindungan konsumen sangat menarik untuk diperbincangkan di 
tengah masyarakat, dikarenakan banyaknya masalah yang timbul antara 
pelaku usaha dengan konsumennya. Fenomena yang sering terjadi saat ini, 
dimana kedudukan konsumen dirasa masih sangat lemah di hadapan 
pelaku usaha, menimbulkan banyaknya konsumen yang dirugikan dalam 
melakukan transaksi jasa layanan. 
Penjelasan dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak 
dimaksudkan pula untuk menjadi penghalang pelaku usaha dalam 
menjalankan kegiatan usahanya. Pengaturan tentang perlindungan 
konsumen diharapkan dapat menumbuhkan iklim persaingan yang sehat 
dan ketat sehingga mereka akan mulai berkompetisi untuk menyajikan 
layanan yang berkualitas. 
Dengan adanya aturan perlindungan hukum bagi konsumen 
diharapkan konsumen berhak menuntut hak dan kewajiban yang dimiliki 
nya untuk meminta perlindungan hukum dari suatu tindakan yang 
merugikan konsumen. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan sebuah 
penelitian berjudul,”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 
IndiHome Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Ditinjau 
dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 







B. Batasan Masalah 
Permasalahan penelitian ini adalah Perlindungan Hukum  dan 
Tanggung Jawab Pihak Telkom Terhadap Konsumen Indihome Akibat 
terjadinya Gangguan Jaringan Internet ditinjau dari Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( Studi Kasus 
Plaza Telkom Group Kota Pekanbaru). 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna 
jaringan Indihome akibat terjadinya gangguan Jaringan internet 
ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (PT. Plaza Telkom Group Kota 
Pekanbaru) ? 
2. Bagaimana Tanggung Jawab dari Pihak Telkom terhadap 
Kontrak layanan Perbaikan Gangguan Jaringan Internet dengan 
Konsumen berlangganan Indihome ditinjau dari Undang-undang 
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (PT. 
Plaza Telkom Group)? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 
terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu :  






pengguna jaringan Indihome akibat terjadinya gangguan Jaringan 
internet ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (PT. Plaza Telkom Group Kota 
Pekanbaru). 
b. Untuk mengetahui Tanggung Jawab dari Pihak Telkom terhadap  
Kontrak Layanan Perbaikan gangguan jaringan Internet dengan 
Konsumen berlangganan Indihome ditinjau dari Undang-undang 
Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (PT.  Plaza 
Telkom Group). 
2. Manfaat Penulisan 
Manfaat penelitian  ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 
Hukum (S1) di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum. 
b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dalam 
mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pemakan jasa 
layanan IndiHome. 
c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 
bagi penulis dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi peneliti 
masalah yang sama. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan 






mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan 
yang tepat dalam suatu penelitian.
13
 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau 
empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk 




2. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti memilih Plaza Telkom Group 
Kantor cabang PT. Telkom Indonesia Kota Pekanbaru yang berlokasi 
di Jl. Jend. Sudirman, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota 
Pekanbaru, Riau 28156. Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa 
Perusahaan tersebut melayani berbagai keperluan pelanggan terkait 
jaringan telekomunikasi seperti pengajuan jaringan internet Telkom 
Indihome, Speedy, Jaringan TV Kabel dan pemasangan jaringan 
telepon. Plaza Telkom juga menerima aduan atau keluhan jika ada 
kendala pada jaringan Telkom Pelanggan. Pengaduan juga dapat 
dilakukan via online baik dari website (my telkom) secara online, lewat 
sosial media resmi Telkom dan Kontak nomor telepon Telkom care / 
call center. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Subjek 
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Subjek penelitian ini adalah Orang pada latar penelitian yang 
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 
kondisi latar penelitian.
15
 Konsumen berlangganan Indihome, 
sedangkan objek dari penelitian ini adalah Masalah Gangguan 
jaringan internet berlangganan Indihome oleh Plaza Telkom 
Group. 
b. Objek 
Objek penelitian menjelaskan tentang Perlindungan hukunm 
terhadap Konsumen IndiHome akibat terjadinya gangguan jaringan 
Internet ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Juga dimana dan kapan penelitian 




c. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah  wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 
dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.
17
 Maka dari itu peneliti mengambil populasi untuk 
100 Karyawan Plaza Telkom Group,  dan 2400 Pelanggan Jaringan 
Internet Indihome. 
Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memiliki sifat-
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sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk 
penelitian.
18
 Sampel dalam peneleitian ini adalah 1 Orang HR 
Manager Regional Service , 1 Orang Staff Administrasi, 2 Orang 
Bussiness Acount Manager, 2 Orang Enterprise Account Manager, 
14 orang Pekerja lapangan, dan 48 orang pelanggan Jaringan 
internet Indihome. 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Purposive 
Sampling)  adalah salah satu teknik sampling non random sampling 
dimana peneliti menetukan pengambilan sampel dengan 
menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian 
sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.
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Tabel. I Populasi dan Sampel :
20
 
NO Responden  Populasi Sampel Persentase 
1 Karyawan Plaza 
Telkom Group 
100 20 20% 
2 Pelanggan Jaringan 
internet Indihome kota 
Pekanbaru. 
2400 48 2% 
 Jumlah 2500 68 100% 
Sumber : Data PT. Plaza Telkom Group Kota Pekanbaru 2019. 
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Sumber data dalam penelitian ini yang akan penulis jadikan
sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam
penelitian . sumber data tersebut adalah sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara
lansung dari sampel. Penelitian ini adalah hasil dari wawancara.
b. Data Sekunder
Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari
Buku-buku Hukum Peraturan Undang-undang, Jurnal Hukum,
Skripsi, Tesis dan Pendapat para ahli.
c. Data Tersier
Data Tersier adalah Suatu kumpulan dan Kompilasi sumber
data primer dan sumber data sekunder yakni dari Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris , Kamus Hukum dan
Ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun metode dalam pengumpulan data penelitian ini penulis
menggunakan :
a. Observasi
Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan melakukan pengamatan secara langsung kelapangan yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.
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b. Wawancara
Wawancara yaitu cara mencari data dengan mengajukan
pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian
yaitu Pekerja IndiHome dan Konsumen berlangganan IndiHome
Kota Pekanbaru, Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru
Kota.
c. Kajian Pustaka
Kajian Pustaka merupakan metode pengumpulan data
berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel dan lain sebagainya yang
digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang
dapat mendukung dan menguatkan yang penulis lakukan.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu
menggambarkan masalah-masalah yang akan dibahas berdasarkan






TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Profil Pekanbaru 
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 
Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui Pekanbaru sebagai Ibu 
Kota Provinsi Riau memiliki sejarah yang panjang. Diperingati setiap tanggal 23 
Juni tiap tahunnya, berikut ini sejarah Kota Pekanbaru. Nama Pekanbaru 
dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh 
seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang ini 
kemudian lambat laun berubah menjadi perkampungan dan seiring waktu berubah 
menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.
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sebuah  perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana 
dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya 
pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain 
itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan 
yang maju dan cukup penting. 
Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan 
menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke 
Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung 
Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi 
perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman 
untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan 
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kayu dan hasil hutan lainnya. 
Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas 
perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang 
tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari 
pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga 
merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh 
(Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis 
dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.
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Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. 
Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau  
membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak 
disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat 
pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang 
dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya  Raja Muda Muhammad Ali yang 
bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar 
bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. 
Menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang 
kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab 
hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan 
Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya 
yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. 
Sejak ditinggal oleh Sultan  Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, 
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penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat 
Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan 
Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk 
Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan 
jalannya pemerintahan  berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.
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Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu 
mengalami perubahan : 
a. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 
Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District. 
b. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin  oleh seorang 
Controleor berkedudukan di Pekanbaru. 
c. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer 
Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO. 
d. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103,   
Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B. 
e. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 
Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 
f. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota 
Kecil. 
g. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. 
h. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru   menjadi 
Ibukota Propinsi Riau. 
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i. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru. 
j. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 
berubah menjadi Kota Pekanbaru.
24
 
2. Letak Geografis Pekanbaru 
Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 
0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 
meter.Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan 
ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 
September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 
446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil 
pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas 
wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². 
Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya 
kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula 
tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas 
perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan 
dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklan Kecamatan Baru 
dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. 
Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak 
lurus dengan kota-kota lain, dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Jarak Ibukota ke Kota Sekitarnya 
Pekanbaru Taluk Kuantan 118 Km 
Pekanbaru Rengat  159 Km 
Pekanbaru Tembilahan  21.3,5 Km 
Pekanbaru Kerinci 33,5 Km 
Pekanbaru Siak  74,5 Km 
Pekanbaru Bangkinang 51 Km 
Pekanbaru Pasir pangaraian 132,5 Km 
Pekanbaru Bengkalis 128 Km 
Pekanbaru Bagan  192,5 Km 
Pekanbaru Dumai  125 Km 
Sumber: Riau.antaranews.com 2019 
 
Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara 
maksimum berkisar antara 34,1º C - 35,6º C dan suhu minimum antara 20,2º C - 
23,0º C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim 
berkisar : 
 Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d 
Desember. 
 Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus 





Pada tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 6.074.647 jiwa 
(sumber : Data Konsolidasi Semester II Tahun 2018 Ditjen Dukcapil Kemendagri 
RI) .Rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Riau 69.80 org/km2 dengan Laju 
Pertumbuhan Penduduk sekitar 0.75%).
26
 Jumlah Penduduk pada Tahun 2018 
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dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Di Provinsi Riau 
No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa 
1 Laki-laki 3.119.012 Jiwa 
2 Perempuan 2.955.088 Jiwa 
Total 6. 074.647 Jiwa 
 Sumber: Riau.go.id 2019 
Mayoritas penduduk di Provinsi Riau memeluk berbagai macam agama, 
dapat dilihat pada Tabel. 2.3. 
Tabel 2.3. Beberapa Agama yang Di Anut Masyarakat Provinsi Riau 
No Agama Jumlah Jiwa 
1 Islam 5.312.814 (87,47%) 
2 Kristen 562.907 (9,27%) 
3 Budha 132.593 (2,18%) 
4 Katolik 61.391 (1.01%) 
5 Kong Hu Cu 2.130 (0,04) 
6 Hindu 757(0,01%) 
7 Kepercayaan Lain 1.508 (0,02) 
Sumber: Riau.go.id 2019 
4. Kecamatan di Pekanbaru 
Berikut ini adalah daftar kecamatan yang ada di Pekanbaru:
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1. Kecamtan Bukit Raya  
2. Keacamatan Lima Puluh 
3. Kecamatan Marpoyan Damai 
4. Kecamatan Payung Sekaki 
5. Kecamatan Pekanbaru Kota 
6. Kecamatan Rumbai 
7. Kecamatan Rumbai Pesisir 
8. Kecamatan Sail 
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9. Kecamatan Senapelan 
10. Kecamatan Sukajadi 
11. Kecamatan Tampan 
12. Kecamatan Tenayan Raya 
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Kecamatan, ada beberapa nama kecamatan yang diperbarui terdapat 
sebagai mana di jelaskan pada Pasal 2:
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a. Dengan peraturan daerah ini dibentuk Kecamatan Tuah Madani, 
Kecamatan Kulim, Kecamatan Rumbai Timur 
b. Terdapat nama Kecamatan Rumbai diganti dengan nama Kecamtatan 
Rumbai Barat 
c. Terhadap nama Kecamatan Rumbai Pesisir diganti dengan nama 
Kecamatan Rumbai 
d. Terdapat nama Kecamatan Tampan diganti dengan nama Kecamatan 
Binawidya 
e. Terhadap Kecamatan Bukit Raya dinyatakan luas wilayahnya dikurangi 
Kelurahan Tangkerang Utara 




B. PLAZA TELKOM GROUP (PT. TELKOM INDONESIA, TBK) 
1. Sejarah Umum PT. Telkom Indonesia, Tbk. 
PT. Telekomunikasi Inddonesia, Tbk. Adalah perusahaan informasi 
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dan komunikasi serta Penyedia Jasa dan jaringan Telekomunikasi secara 
lengkap di Indonesia. Pada awalnya di kenal sebagai sebuah badan usaha 
swasta penyedia layanan pos dan telegram atau dengan nama “JAWATAN”. 
Pada tahun 1961 satatus jawatan menjadi Perusahaan Negara Pos dan 
Telekomunikasi (PN Postel), PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara 
Pos dan Giro (PN Pos & Giro), dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN 
Telekomunikasi). Dan pada tahun 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan 
menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang 
menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Pada 
tanggal 14 November 1995 di resmikan PT. Telekomunikasi Indonesia 
sebagai nama perusahaan telekomunikasi terbesar di indonesia.
29
 
TELKOM merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini 
dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (51,19%) dan oleh publik sebesar 48,81%. 
Sebagian besar kepemilikan saham publik (45,58%) dimiliki oleh investor 
asing, dan sisanya (3,23%) oleh investor dalam negeri. TELKOM juga 
menjadi pemegang saham mayoritas  di 9 anak perusahaan, termasuk PT. 
Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), data/internet serta jasa multimedia 
lainnya. 
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Tahun 2001 TELKOM membeli 35% saham Telkomsel dari PT. 
INDOSAT sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa 
telekomunikasi di indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan 
bersama dan kepemilikan silang antara TELKOM dan INDOSAT. Sejak bulan 
Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal. 
Dalam meningkatkan usahanya serta memberikan proteksi yang sesuai 
dengan keinginan masyarakat, PT. Telkom telah membuka kantor-kantor 
Cabang dan Perwakilan yang terdapat di berbagai regional yang terdiri dari : 7 
Divre yaitu Divre 1 Sumatera, Divre 2 Jakarta, Divre 3 Jawa Barat, Divre 4 
Jawa Tengah & D.I Yogyakarta, Divre 5 Jawa Timur, Divre 6 Kalimantan, 
Divre 7 Kawasan Timur Indonesia.
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PT. Telkom juga mempunyai anak perusahaan seperti, Telkomsel, 
Telkomvision/Indonusa, Infomedia, Graha Sarana Duta/GSD, Patrakom, 
Bangtelindo, PT. FINNET Indonesia. 
2. Visi dan Misi PT. Telkom Indonesia. 
a. Visi  
Menjadi perusahaan yang unggul dalam bpenyelenggaraan  
Telecommunication, Information, Media, Edutainment dan 
Services (“TIMES”) di kawasan regional. 
Penjelaan Visi : 
Berdasarkan visi di atas yang telah di tetapkan di atas maka di 
harapkan perusahaan yang bergerak di bidang Telecommunication, 
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Information, Media, edutainment dan services sebagai fondasi 
pembangunan telekomunikasi dan informasi dan menjamin 
ketersediaan telekomunikasi dan informasi dapat meningkatkan 
harkat dan pembangunan ekonomi masyarakat atau perusahaan 
melalui pengembangan sentra telekomunikai informassi dan 
menjadi perusahaan yang unggul dikawasan regional.
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b. Misi  
1) Menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan harga 
yang kompetitif. 
Penjelasan Misi : 
 Berdasarkan Misi di atas, Misi ini di maksudkan untuk 
dapat menyediakan layanan “Telecommunication, Informaion, 
media, Edutainment dan Services yang berkualitas Tinggi dan 
profesional dengan harga yang kompetitif dan dapat diterima di 
kalangan masyarakat. 
2) Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. 
Penjelasan Misi : 
 Misi ini dimaksudkan agar dapat menjadi model pengelolaan 
badan usaha yang sangan besar yang di kelola dan di jalankan 
sebagai satu perusahaan besar dan menjadi terbaik di indonesia. 
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c. Logo dan arti pada PT. Telkom 
 
Gambar Logo TELKOM 
 Arti logo TELKOM tersebut adalah : 
1. Lingkaran sebagai simbol dari kelengkapan produk dan layanan 
dalam portofolio bisnis baru Telkom yaitu TIME 
(Telecommunication, Information, Media and Edutainment). 
Expertise. 
2. Tangan yang meraih keluar. Simbol ini mencerminkan pertumbuhan 
dan ekspansi ke luar. Empowering. 
3. Jemari Tangan. Simbol ini memaknai sebuah kecermatan, perhatian, 
serta kepercayaan dan hubungan yang erat. Assured. 
4. Kombinasi tangan dan lingkaran. Simbol dari matahari terbit yang 
maknanya adalah perubahan dan awal yang baru. Progressive. 
5. Telapak tangan yang mencerminkan kehidupan untuk menggapai 
masa depan. Heart. 
Warna-warna yang digunakan adalah : 
1. Expert Blue pada teks Telkom melambangkan keahlian dan 
pengalaman yang tinggi. 
2. Vital Yellow pada telapak tangan mencerminkan sesuatu yang 





3. Infinite sky blue pada teks Indonesia dan lingkaran bahwa 
mencerminkan inovasi dan peluang yang tak terhingga untuk 
masa depan. 
3. Produk Plaza Telkom 
a. TelkomFlexi 
TelkomFlexi merupakan layanan jasa telekomunikasi tanpa kabel 
(wireless) dengan teknologi berbasis CDMA (Code Division Multiple Access). 
Fixed Wireless Access (Telkom Flexi) yaitu :
32
 
1. Prepaid Services (Flexi Trendy) adalah  layanan Flexi dengan sistem 
prabayar berbasis kartu/sincard yang dapat diisi ulang. 
2. Postpaid Services (Flexi Classy) adalah layanan Flexi dengan sistem 
pascabayar. 
3. Flexy Home adalah layanan flexi untuk perumahan atau kantor 
dilayani menggunakan terminal fixed berbasis nomor esn, tarif 
aktivasi, abonemen dan biaya pemakaian/usage sama dengan tarif 
telepon rumah/pstn. 
b. Speedy  
Speedy adalah layanan internet acces dari PT. TELKOM dengan 
basis teknologi Asysmatic Digital Subcriber Line, yang menyalurkan data 
dan suara secara simultan melalui satu saluran telepon biasa dengan 
kecepatan yang dijaminkan sesuai dengan paket layanan yang diluncurkan 
dari modern sampai BRAAS (Boardband Remote Acces Serve). 
Bagi perumahan serta SME (Small Medium Enterprie). Speedy 
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menggunakan teknologi ADSL (Asymmetric Digital Line Subcriber), 
MSAN (Multi Service Access Nade), dan GPON (Gigabit Passive Optical 
Network), yang menghantarkan sinyal digital berkecepatan tinggi melalui 
jaringan telefon secara optimal bagi keperluan konsumsi konten internet, 
dengan kecepatan data dari 384 kbps hingga 100 Mbps.
33
 Tetapi tidak 
menutup kemungkinan penggunaan teknologi baru lain yang lebih 
baik/terbaru. 
 Saat ini Telkom menyediakan 3 (tiga) jenis layanan Speedy :
34
 
1. Speedy Reguler : merupakan produk layanan internet broadband yang 
diperuntukkan bagi pelanggan perumahan (family) atau personal yang 
hanya membutuhkan akses internet standar misalnya untuk keperluan 
browsing, chatting, gaming, download, email, dan lain-lain. Speedy 
reguler ditawarkan dalam paket berlangganan dengan kecepatan mulai 
dari 384 kbps-100 Mbps, tergantung kondisi jaringan setempat. 
2. Speedy Instan: merupakan produk yang diluncurkan oleh TELKOM 
sebagai salah satu upaya untuk menyediakan layanan broadband yang 
siap pakai oleh pelanggan (Pay as you use). Pelanggan yang 
berlangganan paket speedy reguler dapat menggunakan layanan 
broadband dengan cara membeli paket harian baik prepaid maupun 
postpaid.  
3. Speedy Gold: merupakan produk layanan internet broadband yang 
diperuntukkan bagi pelanggan SME (Small Medium Enterprise) yang 
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membutuhkan layanan internet untuk keperluan bisnis, misalnya mail 
server kecil, web server pribadi, warnet dll. Speedy Gold ditawarkan 
dalam paket berlangganan dengan kecepatan mulai 512 kbps - 100 
Mbps. 
c. Indihome ( Indonesia Digital Home) 
 Layanan Indihome merupakan paket bunding multi produc Telkom 
yang menawarkan solusi lengkap bagi rumah tinggal pelanggan 
(Digital Home Experience). Paket IndiHome terdiri dari:
35
 
1). Telepon Rumah 
  Layanan komunikasi telepon yang memiliki keunggulan 
yaitu biaya yang lebih murah serta kualitas suara yang jernih dan lebih 
baik. Perkembangan telepon rumah sebagai sitem telepon digital telah 
meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringannya sehingga 
memungkinkan untuk menggunakan beberapa saluran komunikasi. 
Paket Telepon rumah Indihome menawarkan unlimited Call ke tujuan 
lokal dan SLJJ. 
2). Speedy Internet Broadband 
  Pelanggan Telkom yang memiliki jaringan Telepon rumah, 
dapat mengakses internet dengan Speedy Internet Broadband. Layanan 
akses internet broadband dari Telkom Indonesia yang menghantarkan 
sinyal digital berkecepatan tinggi melalui jaringan telepon rumah 
secara optimal bagi keperluan konsumsi konten internet anda. Nikmati 
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kecepatan Speedy mulai dari 512 Kbps sampai dengan 100 Mbps. 
3). UseTV Cable 
  Layanan televisi interaktif dan personalized berteknologi 
internet protocol dan dilengkapi fitur-fitur unggulan seperti Live TV, 
Pause & Rewind TV, TV on Demand, Video on Demand, Video 
Recorder dan lainnya. 
4). Speedy Monitoring 
  Merupakan layanan yang menawarkan jasa web-
basedsurveillance dimana pengguna dapat melakukan live acces dan 
recorded video menggunakan web browser yang terhubung ke internet. 
Speedy Home Monitoring menyediakan media penyimpanan yang 
ditangani secara terpusat sehingga pengguna hanya perlu menyediakan 
kamera. Pengguna tidak direpotkan lagi dengan urusan penyediaan 
penyimpanan data dan penyediaan server. 
5). Melon 
  Melon Indonesia adalah portal musik digital yang 
menyediakan konten musik dari berbagai genre, baik musik lokal 
maupun mancanegara. 
6). Trend Micro 
  Layanan Internet Security dari Telkom untuk pelanggan 
Speedy dengan aplikasi Trend Micro sebagai platform. Dengan 
layanan ini pelanggan akan terlindung dari serangan virus, malware, 





sehingga data dan sistem aplikasi yang terdapat pada terminal 






A. Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen 
 
 Perlindungan Konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan 
kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal 
yang merugikan konsumen itu sendiri.
36
 Berdasarkan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen.
37
 Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen 
itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta 
membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuh 
kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Sebagai 
perbandingan dengan pengertian perlindungan konsumen sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
berikut akan dibahas pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan 
konsumen. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua 
bidang yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Pada intinya hukum 
perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang menyatu 
dan tidak dapat dipisahkan. 
                                                     
36
 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Kencana, 2016),h. 21 
 
37
  Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk  Dalam Hukum Perlindungan  Konsumen, 







Definisi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen diberikan 
secara komprehensif oleh Az. Nasution. Bahwa hukum perlindungan konsumen 
merupakan bagian dari hukum konsumen. Defenisi hukum konsumen adalah 
sebagai keseluruhan asas dan kaidah pengguna produk (barang dan/atau jasa) 
antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan dan bermasyarakat.
38
 
Segala Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan 
melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, 
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau 
bertentangan dengan undang-undang ini. 
Konsumen memiliki tiga arti yaitu barang hasil produksi, penerima pesan 
iklan dan pemakai jasa. Dalam Collins Cobuild English Language Dictionary 
konsumen secara harfiah dapat diartikan sebagai seseorang atau suatu perusahaan 
yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, juga sesuatu atau 
seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Sementara 
itu ditempat lain mengartikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan 
barang atau jasa. Az Nasution menyebutkan pengertian umum dari konsumen 
adalah setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa 
untuk suatu kegiatan tertentu. .
39
 
Tujuan penggunaan barang tersebut bermacam-macam, barang dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi seseorang, keluarga atau 
rumah tangganya yang disebut consumer goods. 
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Perbedaan pengertian konsumen dilihat dari tujuan penggunaan 
barang yaitu: 
a. Konsumen yang menggunakan barang sebagai bahan baku 
pembuat barang lain dengan maksud untuk diperdagangkan, 
atau disebut juga sebagai konsumen antara. 
b. Konsumen yang menggunakan barang dengan maksud untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri, keluarga atau 
rumah tangganya, atau disebut juga sebagai konsumen akhir. 
Secara normatif, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa 
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 
mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 
B. Asas , Tujuan dan Prinsip dalam Perlindungan Konsumen 
 
Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaksanaan, Perlindungan Konsumen 
berdasarkan pada 5 (lima) asas, yaitu:
40
 
a. Asas Manfaat yaitu segala upaya dalam penyelenggaraan 
perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 
keseluruhan. 
b. Asas Keadilan yaitu agar partisipasi seluruh pihak dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan 
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya 
dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 
c. Asas  Keseimbangan yaitu untuk memberikan keseimbangan 
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah 
dalam arti materiil ataupun spiritual. 
d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen yaitu untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamtan kepada 
konsumen dan penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
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e. Asas Kepastian Hukum yaitu agar baik pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 
kepastian hukum. 
Tujuan yang ingin dicapai melalui perlindungan konsumen 
sesuai dengan yang terdapat pada pasal 3 Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
41
 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri; 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang 
dan/atau jasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan 
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap 
yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsunga usaha produksi barang dan/ata jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
Hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa prinsip 
tanggung jawab yaitu : 
a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan 
(Negligence) 
Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence) adalah 
prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu 
tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen dimana 
kelalaian produsen yang berakibat pada kerugian konsumen faktor 
penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti 
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b. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab 
Prinsip ini menyatakan bahwa, tergugat selalu dianggap 
bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia 
dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
43
 
c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab 
Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk 
selalu bertanggung jawab.
44
 Prinsip praduga untuk tidak selalu 
bertanggung jawab (premsuption nonliability principle) hanya 
dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, 




d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Product Liability) 
Strict Liability adalah prinsip tanggung jawab yang 
menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, 
namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk 
dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya force majeur.
46
 
Penerapan strict liability didasarkan pada alasan bahwa konsumen 
tidak dapat berbuat banyak untuk memproduksi diri dan resiko 
kerugian yang disebabkan oleh produk cacat sehingga penerapan 
strict liability terhadap produsen memberikan perlindungan kepada 
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konsumen, karena tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan 
produsen akibat penggunaan suatu produk.   
C. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 
 
a. Pelaku Usaha 
Definisi dari pelaku usaha antara lain dapat ditemukan dalam 
Consumer Protection Act 1987 di inggris yaitu: 
“Produser dalam kaitannya dengan produk, berarti : 
a. Orang yang memproduksi 
b. Dalam hal suatu dimana zat yang belum diproduksi tetapi telah 
dimenangkan atau disarikan, orang yang memenangkan atau 
yang menyarikan itu. 
c. Dalam suatu zat yang belum diproduksi tetapi telah 
dimenangkan atau disarikan tetapi karakteristik penting dari 
yang timbul proses industri atau lainnya yang telah dilakukan 
(misalnya, dalam kaitannya dengan hasil pertanian) adalah 
orang yang melakukan proses itu. 
Pelaku usaha juga ditemukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
yang menyatakan bahwa :
47
 
 “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” 
 
Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah  perusahaan, 
korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-
lain. Pengertian tersebut mempunyai cakupan yang cukup luas 
sehingga memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian karena 
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Sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan, 
ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai istilah konsumen, seperti di dalam Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang istilah yang digunakan 
untuk mencerminkan konsumen adalah “Rakyat” yang oleh 
undang-undang  ini dijaga agar terjamin  kesehatan dan 
keselamatannya. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik istilah konsumen yang 
digunakan adalah orang, badan, dan masyarakat. Begitu pula dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, istilah konsumen tidak 
dikenal, dan yang digunakan adalah istilah „Pembeli‟, “Penyewa”, 
“Penerima hibah”, “Peminjam Pakai”, “Peminjam”, dan 
sebagainya. 
Beragamnya istilah yang ada dalam hukum positif kita 
inilah yang membuat pentingnya penggunaan istilah yang sama 
namun artinya mencakup semua pengertian dalam peraturan 
perundang-undangan lainnya diatas. Demikianlah istilah konsumen 
muncul dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.  
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D. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 
Menurut Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:
49
 
a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang 
dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang 
lainnya. 
 Konsumen juga memiliki kewajiban( Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) untuk:
50
 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 
dan keselamatan. 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa. 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
 Para pelaku usaha juga memiliki hak-hak sehingga dapat menciptakan 
kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-
hak yang diberikan kepada konsumen , Hak pelaku usaha terdapat pada pasal 6 
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a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar dan.atau jasa yang diperdagangkan; 
b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik; 
c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen; 
d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa  
yang diperdagangkan 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada 
uraian tersebut, maka kepada pelaku usaha dibedakan pula kewajiban-kewajiban 
(Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahhun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen) sebagai berikut: 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan 
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, 
secara tidak diskriminatif; 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yag dibuat dan/atau diperdagangkan; 
f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yangb diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
 
                                                     
 
51






E. Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Pelaku Usaha 
  Seorang konsumen yang memakai atau mengonsumsi produk dapat 
memperolehnya dari pasar dengan cara membeli atau melalui suatu proses 
terjadinya peralihan kepemilikan barang dan/atau pemanfaatan jasa dari pelaku 
usaha kepada konsumen. Hal ini dinamakan transaksi konsumen, yang terdiri atas 
3 tahap, yaitu: 
a. Tahap Pratransaksi Konsumen 
 
 Pada tahap ini, transaksi atau penjualan/pembelian barang dan/atau jasa 
belum terjadi. Dalam tahap ini yang paling vital bagi konsumen adalah informasi 
atau keterangan yang benar, jelas, dan jujur serta akses untuk mendapatkannya 
dari pelaku usaha yang beritikad baik dan bertanggung jawab.
52
 
 Calon pembeli/konsumen perlu bersikap hati-hati dalam menerima dan 
mengolah informasi yang diperolehnya.
53
 Bagaimanapun seorang konsumen harus 
senantiasa bijaksana dalam memutuskan untuk membeli suatu produk dan apabila 
salah satu dari unsur paksaan, kehilafan, ataupun penipuan di atas ternyata di 
kemudian hari terbukti ada, timbul alasan bagi pembeli untuk menuntut 
pembatalan transaksi. 
b. Tahap Transaksi Konsumen 
 Pada tahap ini terjadi proses peralihan kepemilikan barang dan/atau 
jasa tertentu dari pelaku usaha kepada konsumen, dikarenakan telah terdapat 
kecocokan pilihan barang dan/atau jasa dengan persyaratan pembelian serta harga 
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yang harus dibayarnya. Pada tahap ini yang menentukan adalah syarat-syarat 
perjanjian pengalihan pemilikan barang dan/atau pemanfaatan jasa tersebut. 
Perilaku pelaku usaha sangat menentukan, seperti penentuan harga produk 
konsumen, penentuan persyaratan perolehan dan pembatalan perolehannya, 
klausul-klaausul, khususnya klausul baku yang mengikuti transaksi dan 
persyaratan-persyaratan perjanjian, keistimewaan atau kemanjuran yang 
dikemukakan dalam transaksi barang dan/atau jasa. 
c. Tahap Purnatransaksi 
  Tahap ini merupakan tahap pemakaian, yaitu penggunaan dan/atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang telah beralih pemiliknya atau 
pemanfataannya dari pelaku usaha kepada konsumen. Pada tahap ini, apabila 
informasi (lisan atau tertulis) dari barang dan/atau jasa yang disediakan oleh 
pelaku usaha sesuai pengalaman konsumen dalam pemakaian yaitu penggunaan 
dan/atau pemanfaatan produk konsumen tersebut, maka konsumen akan puas. 
Bahkan bukan tidak mungkin konsumen tersebut akan menjadi “langganan tetap” 
pelaku usaha tertentu. 
Apabila sebaliknya yang terjadi, artinya informasi produk konsumen 
yang diperoleh konsumen tidak sesuai dalam kenyataan pemakaian, yaitu 
penggunaan atau pemanfaatannya oleh konsumen maka tentulah akan timbul 








F. Perjanjian Baku (Standard Contract) dan Klausula Eksonerasi 
1. Pengertian Perjanjian Baku 
 
Di dalam pustaka hukum, ada beberapa istilah yang dipakai 
untuk perjanjian baku. Dalam Bahasa Inggris, perjanjian baku 
dikenal dengan istilah standartdized agreement, standardized 
contrct, pad contract, standart contract dan contract of adhesion. 
Dalam Bahasa Belanda istilah perjanjian baku dikenal sebagai 
standaardregeling dan algamene voorwaarden. Dalam pustaka 
Jerman, yang digunakan adalah istilah algemeine geschafts 
bedingun, standaardvertrag dan standaardkonditionen. Sedangkan 




Beberapa ahli hukum mencoba memberikan definisi 
mengenai perjanjian baku sebagai berikut :
 
 
Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai suatu konsep 
perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan 
lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas 
yang sifatnya tertentu. 
2.Ciri-ciri Perjanjian Baku 
 
Perjanjian baku yang berkembang dalam praktiknya mempunyai 
ciri-ciri, sebagai berikut : 
a. Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang 
mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar 





b. Pihak yang berkedudukan atau posisi tawar-
menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama 
sekali dalam menentukan substansi kontrak; 
c. Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-
menawarnya lebih lemah, menyepakati atau 
menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena 
di dorong kebutuhan. 
d. Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya 
tertentu dan massal (jumlahnya banyak). 
 
  Perjanjian baku atau kontrak baku mempunyai keuntungan, 
antara lain, dapat mendukung praktik bisnis lebih efisien (dari 
segi waktu dan biaya) dan sederhana, karena dapat ditandatangani 
seketika oleh para pihak, terutama untuk kontrak-kontrak yang 
dibuat dalam jumlah yang banyak (massal). Sebaliknya, kerugian 
dari kontrak baku, antara lain, dapat terjadinya ketidakadilan, jika 
substansi kontrak memuat klausula yang tidak seimbang, dalam 
arti lebih menguntungkan satu pihak yang kedudukan atau posisi 
tawar-menawarnya lebih kuat saja dan merugikan pihak lainnya 
yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah. 
3. Jenis – Jenis Perjanjian Baku 
 
Perjanjian baku yang terdapat di masyarakat dibedakan dalam 
beberapa jenis, antara lain :
 
1) Perjanjian Baku Sepihak 
 
Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya dibuat 
oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. 
2) Perjanjian Baku yang ditetapkan oleh Pemerintah 
 Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah adalah 





perbuatan hukum tertentu. 
1. Berlakunya Perjanjian Dengan Syarat-Syarat Baku 
 
Perjanjian dengan syarat-syarat baku terjadi dengan berbagai 
cara. Sampai saat ini berlakunya perjanjian dengan syarat-syarat 
baku antara lain dengan cara :
 
 
1) Memuatnya dalam butir-butir perjanjian yang konsepnya 
telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak 
biasanya dikalangan pengusaha, baik itu produsen, distributor 
maupun pedagang eceran produk yang besangkutan. 
Pokoknya disediakan oleh si penyedia barang atau jasa yang 
ditawarkan pada orang banyak (perhatikan kontrak jual beli, 
atau sewa beli kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat 
elektronik). 
2) Dengan memuatnya dalam carik-carik kertas baik berupa 
tabel, kuitansi, bon, tanda terima barang atau lain-lain bentuk 
penjualan dan atau penyerahan barang dari toko, kedai, 
supermarket, dan sebagainya. 
 Dengan pembuatan pengumuman tentang berlakunya syarat-
syarat baku di tempat tertentu, seperti di tempat parkir atau di 
penginapan dengan meletakkan atau dengan menempelkan 
pengumuman itu di meja atau ruang penerima tamu atau di ruang 






5. Tinjauan  Umum  Klausula  Eksonerasi  Menurut  
KUHPerdata  Dan UUPK 
Sumber permasalahan dalam suatu perjanjian baku adalah 
terdapatnya beberapa klausula dalam perjanjian tersebut yang 
memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini biasa 
disebut klausula eksemsi (exemtion clause), dalam bahasa Belanda 
disebut dengan istilah exoneratie clausule atau klausula eksonerasi. 
Selanjutnya, yang dimaksud klausula eksemsi adalah suatu klausula 
dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung 
jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal 
menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan 
kepadanya.
 
Klausula eksonerasi yang merupakan terjemahan dari 
istilah dalam bahasa Belanda “exoneratie clausule”, disebut juga 
dengan klausula eksemsi yang merupakan terjemahan dari istilah 
dalam bahasa Inggris “exemption clause”, dinilai oleh Sutan Remy 
Sjahdeini sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat 
memberatkan. Secara konkrit, klausula eksonerasi yang oleh Sutan 
Remy Sjahdeini disebutnya dengan istilah klausul eksemsi, adalah 
klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi 
tanggung  jawab salah satu pihak terhadap gugatan lainnya dalam
 hal yang bersangkutantidak atau tidak dengan  semestinya
 
melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak 
tersebut.
 





menjelaskan tentang klausula eksonerasi yaitu pada Pasal 1493 
yang menyatakan bahwa kedua belah pihak, dengan persetujuan-
persetujuan istimewa boleh memperluas  atau  mengurangi  
kewajiban yang  ditetapkan  oleh  undang-undang ini dan bahkan
 mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib 
menanggung sesuatu apapun.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen  (UUPK)  tidak  memuat  definisi  perjanjian  baku  dan  
klausula eksonerasi, tetapi merumuskan pengertian klausula baku 
sebagaimana terkandung dalam pasal 1 ayat 10 yang berbunyi :  
“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan 
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan 
terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang 
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. 
 
Klausula baku diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUPK yang 
memuat ketentuan limitative bahwa pelaku usaha dilarang 
membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen 
dan/atau perjanjian di mana klausula baku tersebut mengakibatkan : 
a. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.  
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 
penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.  
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 
penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang 
dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.  
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada 
pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang 
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen 





e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan 
barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.  
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi 
manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen 
yang menjadi obyek jual beli jasa.  
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau 
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang 
dibelinya.  
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada 
pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak 
gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh 
konsumen secara angsuran. 
 
Selanjutnya Pasal 18 Ayat (2) UUPK memuat ketentuan 
limitatif yang melarang pelaku usaha  mencantumkan klausul baku 
yang letak atau bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  
secara  jelas,  atau  yang pengungkapannya sulit dimengerti. 
Memperhatikan substansi Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen tersebut, maka dapat dipahami bahwa istilah dan 
pengertian klausula baku tidak sama dengan istilah dan pengertian 
klausula eksonerasi. Kalausula baku penekanannya pada prosedur 
pembuatan atau pencantumannya secara sepihak dalam kontrak, 
bukan pada isi kontraknya, sedangkan klausula eksonerasi tidak 
hanya menekankan pada prosedur pembuatan atau pencantumannya 
dalam kontrak, tetapi juga isinya yang bertujuan pengalihan 
kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha.
 
 
Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu klausa 





atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. 
Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu 
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral 
dan atau ketertiban umum. 
 
Pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa persetujuan 
tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan 
di dalam, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat dari 
persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-
undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya 
ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang 
yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau 
berlaku bagi suatu perjanjian, melainkan juga ketentuan-ketentuan 








KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat pula ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
 
1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Indihome oleh 
PT. Telkom sebagai pelaku usaha yaitu secara preventif dan represif. 
Perlindungan hukum preventif yaitu Perlindungan yang diberikan 
dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran yaitu 
dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, Kontrak Baku Berlangganan Indihome, dan 
dilakukan sosialisasi atau penjelasan terlebih dahulu kepada konsumen 
yang akan berlangganan Indihome mengenai syarat dan ketentuan 
berlangganan. Sedangkan Perlindungan hukum represif yaitu 
perlindungan akhir apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan 
suatu pelanggaran  (terjadinya gangguan jaringan internet), adalah 
dengan melakukan musyawarah, memberikan kompensasi/ganti rugi 
sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan memberikan kesempatan 
kepada konsumen untuk menyelesaikan masalahnya melalui Pengadilan 
Negeri/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen apabila tidak puas 
dengan hasil musyawarah. Kompensasi yang diberikan PT. Telkom 





2. Bentuk tanggung jawab dari perusahaan Telkom terhadap kerugian 
konsumen muncul karena tidak terjalankan kewajiban dari pelaku usaha 
yaitu memelihara jaringan akses agar berfungsi dengan baik, akibat dari 
tidak berfungsinya jaringan akses dengan baik pelanggan mengalami 
kerugian, terlebih lagi pelanggan yang mempunyai suatu usaha. 
Kesalahan yang menimbulkan kerugian dapat dilakukan oleh kedua 
belah pihak, baik konsumen sebagai pelanggan maupun oleh 
PT.Telkom sebagai pelaku usaha. Namun, dalam pembahasan ini akan 
difokuskan pada kesalahan yang diakibatkan oleh PT.Telkom. 
B. Saran 
Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap Perlindungan hukum 
kepada konsumen Indihome akibat terjadinya gangguan jaringan internet 
ditinjau dari Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen, penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Perlindungan hukum Terhadap konsumen IndiHome berdasarkan 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diberikan PT. Telkom 
sekiranya sesuai dengan kenyataan yang terjadi agar konsumen 
Indihome mengetahui bahwa hak-haknya dilindungi dan mengetahui 
secara jelas tanggung jawab PT. Telkom selaku pelaku usaha. Peran 
Pemerintah, pengusaha/asosiasi juga kiranya dapat membantu 
konsumen dalam permasalahan yang dialami. Sehingga konsumen 







2. PT. Telkom selaku pelaku usaha dapat lebih mengupayakan Tanggung 
Jawab nya sebagai Penyedia Jasa untuk memberikan informasi yang 
jelas kepada konsumen Indihome terkait terjadinya gangguan jaringan 
internet, dengan memberikan penjelasan yang  jelas mengenai 
penyebab, perkiraan jangka waktu perbaikan yang dibutuhkan agar 
setidaknya pihak konsumen dapat lebih memahami dan dapat mencari 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
I. PERTANYAAN UNTUK KONSUMEN INDIHOME KOTA 
PEKANBARU 
1. Sejak Kapan anda Menggunakan Jaringan IndiHome? 
2. Mengapa anda memilih jaringan IndiHome? 
3. Paket internet yang berapa anda gunakan? 
4. Kelebihan apa yang anda rasakan sejak menggunakan jaringan 
IndiHome? 
5. Selain produk IndiHome, produk apalagi yang anda gunakan dari PT. 
Telkom? 
6. Bagaimana sosialisasi dari PT. Telkom terhadap pengaduan 
Konsumen? 
7. Apa saran anda tentang produk IndiHome ini? 
II. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KARYAWAN PLAZA TELKOM 
GROUP KOTA PEKANBARU 
1. Bagaimana sistem kontrak berlangganan IndiHome? 
2. Bagaimana cara mendaftar produk IndiHome? 
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari Plaza Telkom Group 
terhadap Konsumen IndiHome yang mengalami gangguan jaringan 
internet? 
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